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PENETAPAN
Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Spt
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMPIT
Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Barabai, 24 Agustus
1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Asisten

Rumah Tangga, bertempat tinggal di ---------- Kabupaten
Kotawaringin Timur, domisili elektronik ------------ sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Sampit, 01 Februari
1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak
Bekerja, bertempat tinggal di --- Kabupaten Kotawaringin
Timur, saat ini berada di Lapas Kelas Il B Sampit,
sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2024
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit, Nomor
9/Pdt.G/2024/PA.Spt, pada tanggal 09 Januari 2024, melalui aplikasi e-Court,
dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin, pada tanggal 04 Maret 2019, Penggugat
dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten
Kotawaringin Timur, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX,
yang diterbitkan pada tanggal 04 Maret 2019;

2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup, dan

Tergugat berstatus jejaka;
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3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat di
kediaman orang tua Tergugat di --- Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi
Kalimantan Tengah, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4, Bahwa, setelah dilangsungkan pernikahan Penggugat dan
Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama: ANAK, NIK: XXX, lahir di
Sampit, pada tanggal 30 Juli 2020, pendidikan belum sekolah; Saat ini,
anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada tanggal 13 September 2020 Tergugat melakukan tindak
pidana pemufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum, menjual
narkotika golingan | beratnya melebihi 5 (lima) gram dan berdasarkan
Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 31/Pid.Sus/2021/PN Spt,
Tergugat telah dihukum atau divonis hukuman penjara selama 08 (delapan)
Tahun 3 (tiga) bulan dan hingga gugatan ini diajukan kepada Ketua
Pengadilan Agama Sampit, vonis Pengadilan Negeri Sampit atas Tergugat
tersebut telah berjalan selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan;
6. Bahwa, akibat dari peristiwa tersebut Penggugat merasa keberatan
untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat merasa rumah tangga
antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, dan
berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha Menasehati
Penggugat agar bersabar, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk
bercerai dengan Tergugat;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Sampit cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini
segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan
yang amarnya berbunyi:
Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan antara Tergugat (TERGUGAT) dan Penggugat
(PENGGUGAT) putus karena perceraian;
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3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu
halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar
mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan atas upaya
tersebut Penggugat menyatakan masih ingin mempertahankan rumah
tangganya dan bersabar menunggu hingga Tergugat selesai menjalankan
masa hukumannya, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka
proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu
lagi dilanjutkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari isi penetapan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;
Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan yang
diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang
dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi

absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;
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Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat
tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sampit, maka berdasarkan
Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132
Kompilasi Hukum Islam, perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi
Pengadilan Agama Sampit untuk memeriksanya;

Legal standing Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan masih terikat perkawinan
dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya
dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki legal standing
untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-
pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in
judicio);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar
mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan atas upaya
tersebut Penggugat menyatakan masih ingin mempertahankan rumah
tangganya dan bersabar menunggu hingga Tergugat selesai menjalankan
masa hukumannya, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah
sesuai dengan dalil dalam al-Qur'an surah al-Nisa' ayat 128 sebagaimana
berikut:
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Artinya: “ Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak
acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya

mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan
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perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu
menurut tabiatnya kikir";

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak
melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, maka sesuai
ketentuan Pasal 271 Rv maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat
tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah
proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini
harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor

9/Pdt.G/2024/PA.Spt dari Penggugat;

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut

dalam register perkara;

3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 16 Januari

2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1445 Hijriah oleh Santi,
S.Sy yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Sampit
Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Spt tanggal 09 Januari 2024 Masehi ditetapkan

sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim
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Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 150/KMA/HK.05/11/2018 tanggal
16 November 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan Ulinnuha, S.Sy. sebagai
Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa

hadirnya Tergugat.

Hakim,

Santi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ulinnuha, S.Sy.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Panggilan ‘Rp 14.000,00
4. PBT :Rp 14.000,00
5. PNBP :Rp 30.000,00
6. Redaksi :Rp 10.000,00
7. Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah :Rp  183.000,00

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
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